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“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal,  

melainkan yang memberi manfaat” 

(Imam Syafi’i)1 
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RINGKASAN 

Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang 

Tanah Pada Badan Pertanahan Jember; Dhevi Widyaningrum, 160903101032; 

2019: 112 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 

sampai tanggal 19 Maret 2019. Tujuan melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan 

Pertanahan Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan 

khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, 

dan Informasi Bidang Tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Badan Pertanahan Jember merupakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

(ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang 

agraria atau pertanahan dan tata ruang negara, serta ikut berkontribusi dalam 

peningkatan sektor pajak. Badan Pertanahan Jember salah satu instansi pemerintah 

sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berkewajiban melaksanakan kegiatan 

perpajakan salah satunya yaitu dengan memungut Pajak Penghasilan Pasal 23. Salah 

satu Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipungut oleh Badan Pertanahan Jember adalah 

jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah atas transaksi dengan rekanan 

PT. Prima Rancang Konsulindo. 

Atas adanya transaksi jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah 

yang dilakukan, maka Badan Pertanahan Jember berkewajiban untuk melakukan 
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kegiatan perpajakan yaitu menghitung, memungut, penyetoran, dan pelaporan dengan 

menerapkan Withholding System. Withholding System merupakan sistem perpajakan 

dimana pihak ketiga (pemberi penghasilan) baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun 

Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-

undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas 

penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Dalam hal ini, besar tarif 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang 

tanah sebesar 2% x jumlah bruto. 

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Tata 

Laksana Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah yang dipungut oleh 

Bendahara sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Badan Pertanahan 

Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 23 mengacu pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (6) PMK 

80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tenpo pembayaran dan penyetoran 

pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran 

dan pelaporan pajak, serta tata cara mengangsuran dan penundaan pajak. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor Nomor 

938/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember). 
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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek 

Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan 

Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember”. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi 

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh 

karena itu, disampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Jember; 

2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing Akademik; 

5. Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si. selaku Dosen Supervisi sekaligus Dosen 

Pembimbing; 

6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan 

penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan 

studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 

7. Sugeng Muljosantoso, SH., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jember 
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8. Ibu Nurul Azizah dan Bapak Fauzan, selaku pembimbing di Badan Pertanahan 

Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) 

dilaksanakan; 

9. Joko Mursito, S.P, selaku Kaur Umum dan Kepegawaian; 

10. Seluruh karyawan dan staf Badan Pertanahan Jember yang telah banyak 

membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata (PKN); 

11. Sahabat terbaikku Uzlifatul Fauziyah yang telah menemani jerih payah 

mengerjakan Tugas Akhir dan terima kasih telah menjadi partner terbaikku; 

12. Sahabat-sahabat GADIS ku (Uzlifatul Fauziyah, Rita Lestari, Elma Sirikit, dan 

Dewi Rahma P) terima kasih atas 3 tahun yang tidak pernah bosan memberikan 

dukungan dan telah berjuang bersama; 

13. Sahabat-sahabat Sumatera Squad yang selalu menjadi penyemangat hari-hari ku;  

14. Semua teman-teman DIII Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama 

ini dan semoga perjuangan kita berlanjut; 

15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah 

mendukung sehingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini. 

 Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini, juga menerima kritik dan saran dari semua 

pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, 

semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

khususnya pembaca. 

 

 

Jember, 27 Mei 2019 

Penulis   
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan negara di Republik Indonesia secara makro terbagi atas tiga 

jenis yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan 

penerimaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber 

penerimaan pajak merupakan pendapatan utama negara yang sangat penting bagi 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sumber penerimaan 

negara bukan pajak (PNPB) terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolahan 

Sumber Daya Alam, barang sitaan, dan penyitaan uang. Sumber penerimaan 

hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah tetapi bersifat 

pinjaman. 

Peranan pajak semakin besar dalam menyumbangkan penerimaan negara, 

hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan negara dalam sektor pajak. APBN 2018 

telah ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 Triliun. Jumlah 

tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak 

(PNBP), dan penerimaan hibah.  

 

 Gambar 1.1 Pendapatan Negara (sumber:https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018) 
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Pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggarakan 

pembangunan maupun pembelanjaan rutin negara. Pajak sangat penting sehingga 

diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian dalam membayar pajak. Maka 

salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) dalam memungut 

pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak melakukan pemungutan dan 

pemotongan atas pajaknya dari pihak lain. cara ini dikenal dengan cara 

Withholding system. Sistem Withholding system pemotongan pajaknya memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

(Mardiasmo, 2013:8). Jenis pajak yang dipungut atau dipotong melalui sistem ini 

adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

merupakan pajak yang dipungut atau dipotong atas penghasilan yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. (Sumarsan, 2017:305). Pemungut atau 

pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah bendaharawan Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu instansi yang melakukan 

pemungutan atau pemotongan menggunakan cara Withholding System adalah 

Badan Pertanahan Jember. 

Badan Pertanahan Jember merupakan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang (ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah 

dalam bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang negara, serta ikut 

berkontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Untuk itu, Badan Pertanahan 

Jember meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan proses pendaftaran tanah 

untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau 

kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Kegiatan dalam program PTSL 

meliputi; pelaksanaan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah. 

Program PTSL ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui lelang yang 

merupakan jasa lainnya, dengan menggunakan perjanjian/kontrak yang 

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan terkait.  
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Selama tahun 2018 kegiatan pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang 

tanah di Wilayah Kab. Jember ada 20.000 bidang yang dilelang. Penjelasan 

Bapak Fauzan selaku Asisten Muda Bagian Keuangan, bahwa Badan Pertanahan 

Jember dalam melakukan program PTSL dilakukan oleh pihak ketiga melalui 

lelang. Hasil lelang yang dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 20.000 Bidang di 

Wilayah Kabupaten Jember. Pelaksanaan kegiatan pengukuran, pemetaan, dan 

informasi bidang tanah dilakukan bertujuan agar terdapat keseragaman dalam 

pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan 

program PTSL tersebut. Pihak ketiga tersebut maka akan dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi 

Bidang Tanah. 

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Badan Pertanahan Jember 

mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur 

Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Penghasilan (PPh) Pasal 23 

atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah yang dilakukan 

pihak ketiga selaku pemenang lelang (PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO). 

Bendahara Badan Pertanahan Jember bertugas untuk melakukan pemungutan, 

pemotongan, dan penyetoran pajak. Jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi 

bidang tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan tarif sebesar 

2% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP). 

Berdasarkan uraian tersebut maka laporan ini untuk mengetahui prosedur 

tata laksana pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 yang dikenakan jasa pengukuran, pemetaan, dan informasi bidang tanah 

oleh Badan Pertanahan Jember. Laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata dengan judul: “Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran 

Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran, 

Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalahnya 

adalah Bagaimana Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan 
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Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan 

Informasi Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

dan memahami Prosedur Tata Laksana Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi 

Bidang Tanah Pada Badan Pertanahan Jember. 

 

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata 

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih 

keterampilan diri untuk menigkatkan kemampuan dalam 

menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja; 

2) Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh 

pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

b. Bagi Universitas Jember 

1) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah 

diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember; 

2) Sebagai lembaga untuk menjembatani dan menjalin hubungan 

antara instansi dan lembaga. 

c. Bagi Badan Pertanahan Jember 

1) Sarana untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan kerja 

sama yang lebih baik antar lembaga; 

2) Membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja yang unggul 

dan membantu mahasiswa agar disiplin dan bekerja dengan baik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi dan Unsur Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

a. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat 

b. Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2016:3), pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasatimbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

c. Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Feldman (Resmi, 2015:3), pajak 

adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa 

(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib yang 

dipungut Negara berdasarkan Undang-undang, aturan pelaksanaan dan sifatnya 

dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi 

pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat 

adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.  

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) Fungsi pajak dibagi menjadi: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur (regulerend) 
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Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

Menurut fungsinya pajak berperan penting bagi negara, agar masyarakat 

dapat melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang telah 

diberlakukan.  

 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemugutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding 

kepada Pengadilan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 
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d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Syarat tersebut dilakukan agar para wajib pajak dapat menjalankan 

kewajibannya sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan demi 

kepentingan bersama.  

 

2.1.4 Teori Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:5) Terdapat beberapa materi yang menjelaskan 

atau memberikan justifikaso pemberian hak kepada negara untuk memungut 

pajak. Teori-teori tersebut antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu 

premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 

b. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya 

perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseprang 

terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunkan dua pendekatan yaitu: 

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang. 

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil 

yang harus dipenuhi. 
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 Contoh: 

 Tuan A Tuan B 
Penghasilan/bulan Rp 10 juta Rp 10 juta 

Status Menikah dengan 3 
anak  

bujangan 

 

Secara objektif, PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena 

mempunyai penghasilan yang sama besarnya, sedangkan secara subjektif, 

PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materiil yang 

harus dipenuhi tuan A lebih besar. 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 

negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Negara akan menyalurkannya kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. 

 

2.1.5 Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak terbagi dalam: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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Contoh: Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: 

a) Pajak Penghasilan 

b) Pajak Pertambahan Nilai  

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan  

d) Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Provinsi (Tk I), contoh: 

(1) Pajak Kendaraan Bermotor 

(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

b) Pajak Kabupaten/Kota (Tk II), contoh: 

(1) Pajak Hotel 

(2) Pajak Restoran 

(3) Pajak Hiburan 

(4) Pajak Reklame 

(5) Pajak Penerangan Jalan 

(6) Pajak Mineral ukan Logam dan Batuan 

(7) Pajak Parkir 

(8) Pajak Air Tanah 

(9) Pajak Sarang Burung Walet 

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas 

tiga hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu sebagai berikut: 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannyabaru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelahpenghasilan sesungguhnya diketahui. Stesel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih tealistis. Kelemahannya adalah pajak 

baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil 

diketahui). 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak 

yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi  antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 

besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus 

menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta 

kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat tiga asas yang dipergunakan untuk memungut pajak menurut 

Mardiasmo (2016:9), yaitu sebagai berikut: 
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1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 

dalam negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

c. Sitem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) dibagi menjadi tiga, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Official Assessment System 

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada fiskus 

b) Wajib Pajak bersifat pasif 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System 

Suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3) Withholding System 

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

memotong dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungutpajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.7 Tarif pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak dapat dibedakan menjadi empat, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tarif sebanding/proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: 

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean akan dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai sebesar 10% 

b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh:  

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif progesif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contoh:  

d. Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri. 
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Tabel 2.1: Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%) 
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 
Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
Sumber: Mardiasmo (2016:12) 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap   : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif   : kenaikan persentase semakin kecil 

e. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, definisi penghasilan sebagai berikut: 

“Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. 

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan kepada 

Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun 

pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.  

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun 

pajak, yang menjadi Subjek Pajak adalah: 
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a. 1)  Orang Pribadi 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan 

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

 

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 

1) Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

Orang pribadi yang bertemapt tinggal atau berada di Indonesia lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun 

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di 

Indonesia.  

b) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

(1) Pembentukkannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

(2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

(3) Pemerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah;  

(4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 
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c) Subjek Pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia; dan 

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak  bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

Tabel 2.2 : Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar 

Negeri 

No Wajib Pajak Dalam Negeri Wajib Pajak Luar Negeri 
(a) (b) (c) 
1. 
 

Dikenakan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau  
diperoleh dari Indonesia 
maupun luar Indonesia 

Dikenakan pajak hanya atas 
penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di 
Indonesia 

2. Dikenakan pajak berdasarkan  
penghasilan netto 

Dikenakan pajak berdasarkan  
penghasilan bruto 

3. Tarif pajak yang digunakan 
adalah tarif umum (tarif UU 
PPh pasal 17) 

Tarif pajak yang digunakan 
adalah tarif sepadan (tarif UU 
PPh pasal 26) 

4. Wajib menyampaikan SPT Tidak wajib menyampaikan 
SPT 

Sumber : Mardiasmo (2016:165) 

 

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 yang tidak 

termasuk subjek pajak adalah: 
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a. Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

1) Bukan warga nera Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia. 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik 

c. Organisasi internasional, dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberianpinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

1) Bukan warga negara Indonesia; dan 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi 

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihanharta termasuk: 
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1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; 

3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, keculali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian untang; 

g. Dividen degan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asurainsi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 
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q. Penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 

s. Surplus Bank Indonesia 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.3.1 Dasar Hukum  

Dalam website resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 

(http:/www.pajak.go.id/content/11512-pemotong-pph-pasal-2326). Pemerintah 

dalam hal ini meungut pajak dari rakyat haruslah mempunyai dasar yang akan 

menjadikan sebagai acuan dasar hukum yang paling awal adalah UUD 1945, 

dimana dasar ini adalah sebagai acuan dasar-dasar hukum yang lainnya. Beberapa 

dasar hukum lainnya: 

a. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (3) huruf f, UU Nomor 36 Tahun 2008; 

b. Pajak Penghasilan Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008; 

c. Pasal 2 ayat (6) PMK 80/PMK.03/2010; dan 

d. PMK-141/PMK.03/2015 

 

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:285), ketentuan pasal 23 UU PPh mengatur 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya.  

Pajak Penghasilan Pasal 23 di Badan Pertanahan Jember merupakan pajak 

yang dikenakan atas pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak 

atas penghasilan yang diperoleh dari modal, misalnya penyerahan jasa yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Jember. 
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 Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara 

kedua belah pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan 

atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak 

pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan 

melaporkannya kepada kantor pajak. 

 Pihak pemberi penghasilan (Subjek Pemotong) awalnya akan menghitung 

besarnya PPh Pasal 23 atas pendapatan yang diperoleh oleh Subjek Dipotong. 

Setelah itu Subjek Pemotong melakukan pemotongan atas dasar perhitungan yang 

dilakukan sebelumnya sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, Subjek 

Pemotong harus memberikan Bukti Potong yang sudah dilengkapi kepada pihak 

yang dikenakan pajak tersebut. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan oleh Subjek 

Pemotong melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk Kementerian Keuangan. 

Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh 

Pasal 23. Langkah terakhir adalah pelaporan dengan cara SPT Masa disampaikan 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, paling lambat 20 hari setlah Masa 

Pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan atau penyetoran PPh 

Pasal 23 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, 

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Mardiasmo (2016:285), pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas: 

a. Badan pemerintah 

b. Subjek Pajak badan dalam negeri 

c. Penyelenggara kegiatan 

d. Bentuk usaha tetap 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 

23, yang meliputi: 
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a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

b) Orang pribadi yang menjalan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan. 

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya 

disebut Objek Pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 

2008, yaitu: 

a. dividen; 

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dnegan jaminan 

pengembalian uang; 

c. royalti; 

d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan 

berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang 

dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa 

Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri 

badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam 

negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e 

UU Pajak Penghasilan; 

e. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengunaan harta, kecuali sewa 

dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikeni 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak 

Penghasilan; 

f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan. 
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2.3.5 Tarif dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah: 

a. 15 % dari jumlah bruto atas: 

1) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi kecuali pembagiandividen kepada orang priibadi 

dikenakan final; 

2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian hutang; 

3) royalti; dan 

4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

b. 2% dari jumlah bruto (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 141 Tahun 2015) atas: 

1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa atas tanah atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan 

yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Pajak 

Penghasilan; 

2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

jasa konsultan dan jasa lainnya, yaitu: 

a) jasa penilai; 

b) jasa aktuaris; 

c) jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

d) jasa perancang; 

e) jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT; 

f) jasa penunjang di bidang pembangunan migas; 

g) jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan 

selain migas; 

h) jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

i) jasa penebangan hutan; 

j) jasa pengelolaan limbah; 

k) jasa penyedia tenaga kerja; 

l) jasa perantara atau keagenan; 
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m) jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan KSEI dan PSEI; 

n) jasa kustodian atau penyimpanan atau penitipan, kecuali yang 

dilakukan oleh KSEI; 

o) jasa pengisian suara (dubbing) atau mulih suara 

p) jasa mixing film; 

q) jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan; 

r) jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin 

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi; 

s) jasa perawatan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

air, gas, AC, atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai 

izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi; 

t) jasa maklon; 

u) jasa penyelidikan dan keamanan 

v) jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer; 

w) jasa pengepakan; 

x) jasa penyedia tempat atau waktu dalam media massa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 

y) jasa pembasmian hama; 

z) jasa kebersihan atau cleaning service; 

aa) jasa catering atau tata  boga 

bb) jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, 

banner banner, pamphlet, baliho dan folder; 

cc) jasa pembuatan atau pengelolaan website; 

dd) jasa internet termasuk sambungannya; 

ee) jasa penyimpanan, pengolahan, atau penyaluran dana, informasi, 

atau program; 
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ff) jasa perawatan kendaraan atau alat transportasi darat, laut, dan 

udara; 

gg) jasa sedot septictank; 

hh) jasa pemeliharaan kolam; 

ii) jasa freight faro Jarding; 

jj) jasa logistik; 

kk) jasa pengurusan dokumen; 

ll) jasa loading dan unloading; 

mm) jasa laboratorium atau dilakukan oleh lembaga atau dalam rangka 

penelitian akademis; 

nn) jasa pengelolaan parkir; 

oo) jasa penyondiran tanah; 

pp) jasa penyiapan atau pengelolaan lahan; 

qq) jasa pembibitan atau penanaman bibit; 

rr) jasa pemeliharaan tanaman; 

ss) jasa pemanenan; 

tt) jasa pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan, atau perhutanan; 

uu) jasa dekorasi; 

vv) jasa pencetakan atau penerbitan; 

ww) jasa penerjemah; 

xx) jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

yy) jasa pelayanan kepelabuhan; 

zz) jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

aaa) jasa pengelolaan penitipan anak; 

bbb) jasa pelatihan atau kursus; 

ccc) jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM 

ddd) jasa sertifikasi; 

eee) jasa survey; dan 
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fff) jasa tester, dan jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang 

pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam 

negeri atau bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negri lainnya 

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal penerima 

imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) 

daripada tarif normalnya. 

 

2.4 Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) 

2.4.1 Dasar Hukum 

a. Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik 

Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/2016 

b. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 

 

2.4.2 Pengertian Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap (PTSL) 

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah, dan juga 

termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dan 

menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. 

Kegiatan PTSL ini merupakan kegiatan rutinitas Badan Pertanahan Nasional 

setiap tahunnya. 
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2.4.3 Tahapan kegiatan PTSL 

Salah satu tahapan kegiatan PTSL adalah pengumpulan data fisik yang 

meliputi sebagai berikut: 

a. Pengukuran bidang tanah 

Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak 

batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa 

kelurahan/desa atau bagian dari kelurahan/desa atau lebih dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah 

b. Pemetaan bidang tanah 

Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran 

hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada 

media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahanya dapat diketahui 

dari media tempat pemetaan. 

c. Pengumpulan informasi berkaitan dengan data fisik bidang tanah yang 

berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. 

d. Kegiatan ini berlaku untuk bidang tanah yang sudah terdafatar mauapun 

bidang tanah yang belum terdaftar. Pengumpulan informasi dilakukan sebagai 

kegiatan peningkatan kualitas data untuk menghimpun dan menyediakan 

informasi yang lengkap guna mendukung pelaksanaan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah. 

 

2.4.4 Tujuan Pelaksanaan PTSL 

Adapun tujuan pelaksanaan PTSL, sebagai berikut: 

a. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat; 

b. Mobilitas dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan; 

c. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah; 

d. Dapat memperbaikik/melengkapi peta dasar pendaftaran 

 

2.4.5 Kegiatan PTSL oleh Pihak Ketiga  

Kegiatan PTSL khususnya tahapan pengukuran bidang tanah yang 

dilakukan melalui pihak ketiga merupakan jasa lainnya, dapat dilakukan oleh 

Surveyor Kadaster Berlisensi, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berliensi (KJSKB), 
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atau pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan 

menggunakan perjanjian/kontrak yang berpedoman pada ketentuan        

perundang-undangan terkait. 

Langkah yang harus dilaksanakan untuk persiapan pelaksanaan oleh pihak 

ketiga sebagai berikut: 

a. Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang di 

alokasikan di DIPA Kantor Wilayah BPN, PPK Satuan Kerja Kantir Wilayah 

BPN agar segera menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa 

(SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia. 

b. Terhadap kegiatan pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah yang 

direncanakan dialokasikan di DIPA Kantor Pertanahan, PPK Satuan Kerja 

Kantor Pertanahan agar menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan 

Jasa (SPPBJ) dan kontrak dengan penyedia, menyebutkan pembebanan pada 

DIPA di Kantor Wilayah BPN. Kontrak dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak 

(SSKK) ditambahkan pasal bahwa alokasi DIPA akan direvisi menjadi DIPA 

Kantor Pertanahan 

c. Jumlah termin pembayaran agar diatur dalam kontrak minimal 3 (tiga) kali 

dan maksimal 5 (lima) kali termin. Pada setiap termin pembayaran 

memperhitungkan pengembaliaan uang muka 

d. Setiap hasil pekerjaan dilakukan supervisi oleh satgas fisik selaku pengawas 

pekerjaan yang berjumlah ganjil dan sekaligus bertindak selaku panitia 

penerima hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPA. 
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BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat 

tugas nomor 938/UN25.1.2/SP/2019 yang dimulai tanggal 04 Februari sampai 

dengan 19 Maret 2019 (30 hari kerja) di Badan Pertanahan Jember. Adapun 

Kegiatan Parktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan 

Pertanahan Jember yaitu;  

 Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 
Senin s.d Kamis 07.30 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jumat 07.30 – 16.00 WIB 11.30 – 13.00 WIB 
Sabtu dan Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember 2019 

 

Selain itu khusus hari Jumat diisi dengan kegiatan senam yang 

dilaksanakan pada pukul 07.15 s.d 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan kerja hingga pukul 11.30 WIB (dikarenakan jam istirahat bersambung 

dengan sholat jumat), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 – 16.00 WIB. 

 

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pertanahan Jember     

Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember pada bagian Subseksi Keuangan dan Subseksi 

Bagian Tata Usaha. 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Pertanahan Jember penulis 

ditempatkan pada bagian berdasarkan struktur organisasi terdiri dari Subseksi 

Keuangan dan Subseksi Tata Usaha. Subseksi Keuangan penulis diberi tugas 

untuk menginput dan menulis data keuangan yang ada di Badan Pertanahan 

Jember. Sedangkan pada Subseksi Tata Usaha penulis diberi tugas untuk 

melakukan beberapa aktivitas diantaranya pengecekan tanda tangan Kasubag Tata 
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Usaha, menginput data PTSL, meregister berkas PTSL, menulis surat masuk dan 

keluar, menulis tanggal pembayaran pada model A atas pengecekan sertipikat 

tanah, dan lain-lain. 

 

3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan di Badan Pertanahan Jember yang dapat dilihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab
(a) (b) (c) 

04 Februari 2019 1. Diterima di Badan 
Pertanahan Jember 

2. Penempatan di 
Subseksi Keuangan 

1. Bpk. Joko Mursito, 
S.P., M.Si. 

2. Ibu Nurul 

06 Februari 2019 s/d 08 
Februari 2019 

 
 
 

 

1. Pengecekan tanda 
tangan kepala subseksi 
keuangan pada 
sertifikat 

2. Menginput dan 
mengecek gambar 
ukur 

1. Ibu Anggia 
 
 
 

2. Ibu Anggia 
 

11 Februari 2019 s/d 15 
Februari 2019 

1. Menginput berkas dari 
petugas ukur ke bagian 
pemetaan 

2. Register berkas 
gambar ukur (GU) 

3. Mencoret Surat Ukur 
4. Cek peta ukur dan 

register gambar ukur 
(GU) 

1. Ibu Rini 
 
 
 
 

2. Ibu Anggia 

18 Februari 2019 s/d 22 
Februari 2019 

1. Scan berkas-berkas 
PTSL 

2. Register PTSL 
Pancakarya 

3. Berdiskusi tentang 
judul Tugas Akhir 
yang akan diambil 
oleh penulis 

4. Menulis 208 dan 307 
di sertipikat tanah dan 
hak tanggungan 
 

1. Ibu Dyan 
 

2. Ibu Anggia 
 

3. Ibu Nurul 
 

 
 
 

4. Ibu Rika 
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Waktu pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab
(a) (b) (c) 

25 Februari 2019 s/d 01 
Maret 2019 

 
 
 

1. Menginput dan 
mengecek berkas balik 
nama 

2. Mencetak kwitansi di 
Loket Pembayaran 

3. Pengecekan tanda 
tangan Bpk. Joko 
Mursito, S.P., M.Si. 

4. Register berkas balik  
nama, hak tanggungan, 
dan roya 

5. Menulis tanggal 
pembayaran pada 
model A atas 
pengecekan sertipikat 
tanah 

1. Ibu Rini 
 
 

2. Ibu Wati 
 

3. Bpk. Joko Mursito, 
S.P., M.Si. 

 
4. Ibu Anggia 
 

04 Maret 2019 s/d 08 
Maret 2019 

1. Membantu Pegawai 
Pelaporan SPT 
Tahunan 

2. Mengirim berkas ke 
bagian IP 

3. Berdiskusi PPh Pasal 
23 atas jasa 
pengukuran, pemetaan, 
dan informasi bidang 
tanah 

4. Mencetak tanda terima 
berkas panitia PTSL 

1. Ibu Nurul 
 
 

2. Ibu Anggia 
 

3. Ibu Nurul 
 
 
 
 
4. Ibu Anggia 

11 Maret 2019 s/d 15 
Maret 2019 

 
 
 
 
 

 

1. Membantu pegawai 
Pelaporan SPT 
Tahunan 

2. Register nomor 
sertipikat 

3. Register berkas PTSL 
4. Menulis surat masuk 

dan surat keluar pada 
Badan Pertanahan 
Jember 

5. Register balik nama, 
hak tanggungan dan 
roya 

 
 
 
 
 

1. Ibu Nurul 
 
 

2. Ibu Dyan 
 

3. Ibu Anggia 
4. Bpk Wahyu Djoko 
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Waktu pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab
(a) (b) (c) 

18 Maret 2019 s/d 19 
Maret 2019 

1. Berdiskusi mengenai 
perhitungan, 
pemungutan, 
penyetoran dan 
pelaporan PPh Pasal 
23 atas jasa 
pengukuran, pemetaan, 
dan informasi bidang 
tanah 

2. Mengambil data yang 
diperlukan untuk 
penulisan Tugas Akhir 

3. Melengkapi data-data 
yang diperlukan 
penulis 

4. Berpamitan dengan 
seluruh pegawai Badan 
Pertanahan Jember 

1. Ibu Nurul 

Sumber: Badan Pertanahan Jember 2019 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data  kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa wawancara dengan pegawai 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sedangkan Data kuantitatif adalah 

data informasi berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada 

pelaksanaan kegiatan ini berupa Surat Perintah Membayar (SPM),  Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kuitansi 

pembayaran, bukti potong PPh Pasal 23, Surat Setoran Pajak (SSP), dan Faktur 

Pajak. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari data-data 

terkait Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan 

yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, modul dan lain-lain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui 

tanya jawab dengan narasumber yaitu Ibu Nurul Azizah dan Bapak Fauzan 

selaku pembimbing selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan sebagai 

Bendahara pengeluaran dan Asisten Bendahara di Badan Pertanahan Jember. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet dan referensi yang berhubungan dengan Undang-Undang Perpajakan, 

KUP Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pajak Penghasilan Pasal 23 

dan lain-lain. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Badan 

Pertanahan Jember  tentang Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi 

Bidang Tanah dipungut oleh Bendahara Badan Pertanahan Jember dengan 

menggunakan Withholding System, dimana Bendahara Badan Pertanahan 

Jember menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang dan menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh PT. 

Prima Rancang Konsulindo dengan tarif 2%; 

b. Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku; 

c. Bendahara Pengeluaran Badan Pertanahan Jember menyetor Pajak 

Penghasilan Pasal 23 yang dipungut hari yang sama saat pelaksanaan 

pembayaran pada PT. Prima Rancang Konsulindo melalui Kantor Pelayanan 

Pembendaharaan Negara (KPPN) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak 

pada tanggal 23 Oktober 2018; 

d. Bendahara Pengeluaran Badan Pertanahan menyampaikan hasil pemungutan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Jember pada tanggal 01 November 2018. 

 

5.2 Saran 
Prosedur Tata Laksana Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal  23 atas Jasa Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang 

Tanah Pada Badan Pertanahan Jember berkontribusi dalam meningkatkan 

pendapatan negara dalam sektor perpajakan, sehingga Badan Pertanahan Jember 

diharapkan bisa tetap konsisten dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, 

mengingat pajak yang dibayarkan merupakan salah satu sumber pemasukan 

terbesar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.  
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Lampiran 1 Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


50 
 

Lampiran 8 Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN 
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Lampiran 9 Surat Perintah Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibebankan atas DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun 
Anggaran 2018 untuk termin v 20% kegiatan pengukuran, pemetaan, dan 
informasi bidang tanah sebanyak 20.000 bidang 

Pengukuran, pemetaan, dan 
informasi bidang tanah  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 April 2018 

PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO 
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Lampiran 10 Surat Perintah Pembayaran 
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Laporan 11 Surat Perintah Membayar 
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Lampiran 12 Surat Perintah Pencairan Dana 
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Lampiran 13 Surat Setoran PPh Pasal 23 
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Lampiran 14 Faktur Pajak 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58 
 

Lampiran 15 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
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Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


71 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


72 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


73 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


74 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


75 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


76 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


77 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


78 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


79 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


81 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82 
 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


83 
 

Lampiran  21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


84 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


85 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


86 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


87 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


88 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


89 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


90 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


91 
 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


92 
 

Lampiran 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 
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Lampiran 23 Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah  

Sistematik Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300/201 
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Lampiran 24 Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 
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